BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, kepandaian yang
khusus atau kemahiran tertentu. Dalam proses persidangan, seorang ahli dapat
memberikan keterangannya di pengadilan untuk membuat terang sebuah kasus.
Keterangan yang dikemukakan oleh seorang ahli ini bukanlah keterangan yang
berkaitan dengan pokok perkara namun murni keterangan umum yang berkaitan
dengan pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan yang dikemukakan oleh ahli
di pengadilan inilah yang disebut dengan keterangan ahli.

Kedudukan ahli diajukan untuk memberi keterangan suatu perkara yang timbul
dimasyarakat ketika hakim kurang memahami tentang perkara tersebut. Hadirnya
seorang saksi ahli dalam persidangan karena atas permintaan dari salah satu pihak
yang berperkara (baik penggugat/tergugat) yang tujuan untuk meguatkan dalil
gugatannya, karena pihak tersebut merasa masih kekurangan alat bukti, atau karena
inisiatif dari hakim sendiri yang menagani perkara tersebut oleh karena hakim
belum mengetahui sepenuhnya tentang perkara itu. Dan didalam persidangan saksi
ahli tersebut memberikan keterangannya sesuai dengan pertanyaan yang diaujukan
olenh hakim, kedudukan saksi ahli itu untuk memberikan keterangan atau
pendapatnya mengenai perkara tersebut sesuai dengan pengetahuan atau
keahliannya.

2. Karena pendapat ahli itu bebas dinilai oleh hakim, dan tidak ada undang-undang
yang mengatur hakim untuk mengikuti pendapat dari ahli tersebut. Dengan
demikian pendapat saksi ahli tersebut digunakan jika tidak bertentangan atau sesuai
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dengan keyakinan hakim atau saja tidak dipakai karena pendapat tersebut
bertentangan dengan keyakinan hakim. Jadi keterangan yang diberikan oleh ahli itu
tidak mengikat hakim untuk mengikuti pendapat ahli itu atau tidak mempengaruhi
hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli secara formil bukanlah alat bukti,
maka secara jelas dan fakta dapat disimpulkan bahwa keterangan-keterangan yang
diberikan seorang ahli jelas bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya semata-
mata untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada sehingga tidak bisa
menentukan isi dari putusan pengadilan perdata, karena tanpa adanya pendapat atau
keterangan ahli tersebut pun majelis hakim tetap dapat memberikan pertimbangan

dan mengambil keputusan atas permasalahan yang ada.
B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan, penulis memberikan saran bahwa:

1. Keterangan ahli harus dijadikan salah satu bukti dalam perkara perdata,
karena keterangan ahli juga dapat dipakai hakim untuk menggali lebih dalam
sebuah peristiwa hukum atau suatu perkara perdata.

2. Bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menjadi ahli dalam suatu persidangan
keterangan yang diberikan harus subjektif agar hakim dapat memberikan
suatu keputusan yang adil.

3. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimilki oleh
penulis, maka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dan luas,
disarankan kepada pembaca untuk membaca referensi-referensi yang lebih

baik.
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Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) Tentang Hak Atas
Tanah.

KUHPerdata

HIR

BW

RBg

Yurisprudensi putusan MA-RI No. 213.K/Sip/1955 dan Yurisprudensi putusan

MA-RI No. 191 K/Sip/1962 tentang wewenang hakim untuk mendengar saksi ahli.
Sumber Lainnya :

https://id.m.wikipedia.org/wiki/saksi ahli.

https://www.academia.edu/35218616/ETIKA-DAN-PROFESIONALISME-SAKSI-

AHLI
Blog.didiksudyana.com/2016/02/saksi-ahli.nhtml

https://www.hukum-hukum.com-e-book-praktik-hukum
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